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Abstract

The Effect of Government Spending and Labor on Economic Growth in
Central Lampung District

by
Devi Novita sari

This study aimsto analyze the effect of government spending and labor on
economic growth in Central Lampung District. This study uses, method of
quantitative analysis with the model of statistic center in Central Lampung year
2000-2014, that is government spending and labor on economic growth in central
lampung district.

The results showed government spending on direct spending have a
positive effect but not significant to economic growth and on indirect spending
have a positive effect and significant to economic growth. Labor has a positive
effect and significant to economic growth.

Suggestion in this study are expected that local government of Central
Lampung is reviewing the allocation of regiona expenditure and expected local
government of Central Lampung isimproviong the quality of labor, for example
by increasing entrepreneurship education through non-formal channels.

Keywords : Government Spending, Labor, Economic Growth.



Abstrak

"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH"

oleh

Devi Novita Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran
pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung
Tengah. Penelitian ini menggunakan ,metode analisis kuantitatif dengan model
regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapatkan
dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah Tahun 2001 - 2014, yaitu berupa
pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Lampung Tengah.

Hasil peneletian menunjukkan pengeluaran pemerintah pada belanja
langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi dan pada belanja tidak langsung berpengaruh positifdan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja  berpengaruh positif  dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan pemerintah daerah
Lampung Tengah meninjau kembali alokas pengeluaran daerah dan di harapkan
pemerintah daerah Lampung Tengah meningkatan kualitas tenaga kerja, misalnya
dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.

Kata-kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan
Ekonomi.
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l. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk
mewujudkan keadaan yang lebih balk secara bersama-sama dan
berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk
memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka

meningkatkan kesegjahteraan rakyat secara adil dan merata (Raharjo, 2006).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan
kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan
ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor

primer ke sektor sekunder dan tersier (Widodo,1990).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam
jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestas dari perkembangan
suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke
periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa

akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selau



mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Rustiono, 2008). Menurut
Sukirno (2000) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai
oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai

suatu negara/daerah.

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesgahteraan masyarakat, dengan cara
mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka
meningkatkan kesgjahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi
yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Teori Pertumbuhan
Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur
dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor

produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2000).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan
ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata
dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan
erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi
masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1994) dalam pertumbuhan ekonomi
biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan

menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting
dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu

negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan



pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya
aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi
untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan
suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat

(Mankiw, 2003).

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak
dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai
sebergpa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini
dikarenakan setigp orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan
yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selamaini sangat bergantung kepada jasa
yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan
dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil pendlitian
menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan

ekonomi (Aschauer, 1999).

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara
langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah
masalah penerimaan dan pengel uaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak

langsung diantaranya berhubungan dengan masalah.

Daam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan

kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan



produktif para pelaku ekonomi. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk
mencapal pertumbuhan tersebut adalah dengan mendorong terciptanya iklim
investasi yang baik. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu
instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun
pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (dan atau belanja
modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan
proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk

melakukan investas.

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan
juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin
banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produks tanpa ada
perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi
tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian,
namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sgauh mana aktivitas
perekonomomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan

pendapatan bagi masyarakat.

Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Proving
Lampung telah menerapkan berbaga kebijakan terutama yang berkaiatan dengan

pengel uaran pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Salah satu kebijankan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah
dengan melakukan kebijakan belanja pembangunan dan belanja modal. Dengan
kebijakan ini di harapkan akan mendorong sektor riil yang akan memacu produksi

dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 mencapai
Rpl.747.031 juta rupiah, terbesar untuk daerah kabupaten di Provins Lampung.
Mendudukin posisi kedua di Provinsg Lampung ialah kota Bandar Lampung
yaitu Rp 1.981.969. Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten di Provins
Lampung dengan pengeluaran pemerintah paling besar pada tahun 2014,
mengalahkan Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Lampung Barat, Lampung
Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Kabupaten yang ada di Lampung

lainnya.

Begitu pula dengan Tenaga kerja, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga
kerja terbesar yaitu 619.792 bahkan mengalahkan Kota Bandar Lampung yang
hanya 385.417 . Dengan demikian Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga

kerjaterbesar di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan
dengan meningkatnya produks barang dan jasa yang diukur melalui Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Lampung Tengah memiliki
Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah yakni 5,62 persen pada tahun 2014,
jika di bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di

Provinsi Lampung pada tahun yang sama sebesar 6.99 persen. Melihat potens



yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah dapat di katakan Lampung Tengah
sebenarnya dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi

Lampung.

Semestinya dengan besarnya pengeluaran pemerintah dan tingginya tenaga kerja
di Kabupaten Lampung Tengah di bandingkan dengan wilayah Kabupaten lain
yang ada di Provinsi Lampung dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi
yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Namun justru pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Lampung Tengah masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi

Kab/Kotalain di Provinsi Lampung.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 — 2014

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (per sen)
2001 5,62
2002 4,72
2003 5,61
2004 6,13
2005 5,17
2006 5,82
2007 6,20
2008 5,66
2009 5,94
2010 5,87
2011 575
2012 6,36
2013 3,37
2014 5,62
Rata-rata 5,56

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 — 2014



Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rata-
rata lgju pertumbuhan ekonomi relatif rendah yakni sebesar 556 persen per
tahun. Bahkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun hingga 3,37

persen. Namun meningkat pada tahun 2014 hingga 5,62 persen.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regiona
juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik.
Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja
pembangunan yang diaokaskan dalam anggaran daerah. Semakin besar
pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar

tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono,2005).

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat
dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi
diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju
perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga
diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang
lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka
meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi

(Raharjo,2006).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan

kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna



substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas
dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-
daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola

kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan.

Konsekuens logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian
daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah
menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Raharjo,2006).

Menurut Todaro (1999 : 124-130) ada tiga faktor atau komponen utama yang
berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah

akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (capital accumulation) meliputi semua jenis investasi baru baik
yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk
tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulas modal akan terjadi
apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan
tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan di  kemudian hari

(Raharjo,2006)..

Akumulas modal yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan seberapa
besar peran pemerintah dalam sistem perekonomian suatu daerah. Samuelson dan

Nordhous (1996:49-50) menyebutkan bahwa perekonomian yang ideal adalah



perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar, artinya bahwa jalannya
perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme
pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisen. Namun dalam
hal-hal tertentu menunjukan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu
gaga mencapai alokasi yang efisien disebabkan oleh adanya common goods,
unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, ekternalitas, incomplete market,

kegagalan informasi, unemployment dan uncertainty (Raharjo,2006).

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah
dalam perekonomian agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak
dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai
sebergpa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini
dikarenakan setigp orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan
yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa
yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan
dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan peranan yang positif dari moda publik terhadap pertumbuhan

ekonomi (Aschauer, 1999).

Todaro (1997:18) menyebutkan pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk
memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya

pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Jones (1976:14) bahwa
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infrastruktur (social overhead capital) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan
walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produks output,
tetapi infrastruktur memberikan peranan yang essensial dalam aktivitas ekonomi.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah selaku pengambil
kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi kebijakan
pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri,
tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak

pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Peranan pemerintah yang harus dijalankan
adalah :

1. Peranan dokas yaitu pemerintah mengusahakan agar aokasi
sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama
dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat
memproduksinya.

2. Peranan distribus yaitu pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal
merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi
pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif
yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan
meredistribusikan bagi yang kurang mampu.

3. Peranan stabilisas yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan
yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang

berlebihan.
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Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber
dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi
modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran penggunaannya
untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat
menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat

(Raharjo,2006).

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut
adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah. Upaya-upaya peningkatan
pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu sgja, karena
secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus
ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan
adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan
dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran,
sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

(Raharjo,2006).

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini
diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti
jaan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya

(Raharjo,2006).
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Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu
belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengertian belanja langsung dan
tidak langsung. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan
produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja
tidak langsung, yaitu Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan

produktivitas atau tujuan organisasi

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah
yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya
program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan
pengeluaran yang bersifaa menambah modal masyarakat dalam bentuk
pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan
untuk membiayai programproram pembangunan sehingga anggarannya selalu

disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran
pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak
digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja
tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme
sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada

gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.
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Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan
yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah
mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
mel aksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu
dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output);
2) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintahn

(belanja pembangunan/barang-barang modal).

Pengeluaran belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah  untuk
pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan
untuk melakukan investasi. Pengeluaran belanja tidak langsung pemerintah
meliputi seluruh  pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
adalah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri
dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran ggji pegawai dan

perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya dari Belanja
langsung dan Belanja tidak langsung Kabupaten Lampung Tengah dari tahun

2001 hingga 2014 dapat di lihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 di tunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung dari
tahun 2001 sampai 2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,08 persen

dari Rp. 19.402 pada tahun 2001 menjadi Rp. 353.488 pada tahun 2014 .
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Sedangkan perkembangan belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-
rata sebesar 19,45 persen dari Rp. 216.487 pada tahun 2001 menjadi Rp1.393.543
pada tahun 2014.

Tabel 2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2001 — 2014

Belanja Langsung % Belanja Tidak %
Tahun (Juta Rp) Kenaikan Langsung (JutaRp) Kenaikan
2001 19.402 - 216.487 -
2002 24.138 24,40 284.015 31,19
2003 65.238 170,27 347.190 22,24
2004 105.248 61,32 304.106 -12,40
2005 127.333 20,98 216.287 -28,87
2006 177.292 39,23 405.267 87,37
2007 141.788 -20,02 535.909 32,23
2008 174.397 22,99 434.031 -19,01
2009 192.605 10.44 711.857 64,01
2010 141.670 -26,44 682.619 -4,10
2011 170.821 20,57 816.001 19,53
2012 378.394 121,51 895.156 9,70
2013 454.430 20,09 1.001.206 11,84
2014 353.488 -22,21 1.393.543 39,18
Rata-rata 34,08 19,45

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 — 2014

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber
daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke
waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan
ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan
penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi.
Namun di sisi lain, akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan
ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih

rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan
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faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja

tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Selain pengeluaran pemerintah, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang
mempengaruhi output suatu daerah. Tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari
jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan

menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbul nya
masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin
jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan
karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka
terkonsentrasi pada daerah perkotaan sgja sebagai akibat dari cepatnya lgju
migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan
tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju
pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka
akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya

akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Pada Tabel 3, dapat dilihat jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja
dapat diserap oleh pasar kerja sgak tahun 2001 sampa 2014 di Kabupaten

Lampung Tengah

Dari Tabel 3 di tunjukkan bahwa jumlah Tenaga kerja di Kabupaten Lampung

Tengah yang dapat diserap oleh pasar kerja sgak tahun 2001 sampai 2014
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sebesar 9,42 persen . Ha ini menunjukkan belum terserapnya secara maksimal
Tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan potensi yang mungkin
timbul dari besarnya tingkat perkembangan tenaga kerja yang belum bekerja
adalah masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada
lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah.

Tabel 3. Pertumbuhan Tenaga Kerjadi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 —

2014
Tahun Tenagakerja % Kenaikan

2001 219.865 -
2002 279.876 27,29
2003 345.260 23,36
2004 507.329 46,94
2005 541.503 6,73
2006 521.205 -3,74
2007 493.533 -5,30
2008 560.324 13,53
2009 517.267 -7,68
2010 631.320 22,04
2011 552.750 -12,44
2012 588.296 6,43
2013 585.425 -0,48
2014 619.792 5,87

Rata-rata 9,42

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 — 2014

Meélihat fenomena dari Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pertumbuhan

ekonomi berfluktuatif yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita
penduduknya, belum maksimalnya Tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar
kerja maka kiranya perlu diteliti Iebih mendalam tentang pengaruh yang timbul
dari pengeluaran pemerintah dan Tenaga kerja serta implikasinya pada

pertumbuhan ekonomi.
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1.2. Rumusan Masalah

2.1.

Per masalahan Dalam Pendlitian

Bagaimana pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Lampung Tengah ?

Bagaimana pengaruh Belanja Tidak langsung terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?

Bagaimana pengaruh Tenaga K erja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Lampung Tengah ?

1.3 Tujuan

1

Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mengetahui pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui pengarun Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah
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1.4. Kontribus Penéelitian :

1. Secara akademis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan
referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari
pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja serta implikasinya terhadap
pertumbuhan ekonomi

2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat
kebijakan khususnya Pemerintah Kabupaten lampung Tengah dalam

3. menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta
sebaga bahan evaluas bagi perencanaan dalam mengantisipas

pelaksanaan otonomi daerah.



[ TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

21.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000).
Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestas dari perkembangan suatu
perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara
untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang
meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produks baik dalam
jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang moda dan teknologi
yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah
sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan

dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk
Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan
tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau

apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis
pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak
identik dengan “pembangunan” (development) Pertumbuhan ekonomi adalah
salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa

secara hasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan lgu
pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan
pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga
konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output
perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses”, karena mengandung
unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman
indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu
tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong

aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua
faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (lihat
Arsyad,1999). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara adatiga:

1. Sumber daya dam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari

kegiatan produks suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya aam
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yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu
perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam
proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan
menyesuai kan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

3. Stok modal merupakan unsur produks yang sangat menentukan tingkat

pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor
dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan

melalui berbagal sarana pendidikan, pelatihan dan mangjemen yang lebih baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung
pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 2000). Persamaannya adalah :

AY =f (AK, AL, AT)

A'Y =tingkat pertumbuhan ekonomi
A K = tingkat pertambahan barang modal
A L =tingkat pertambahan tenaga kerja

A T =tingkat pertambahan teknol ogi
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b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik
Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Solow Neo Classical
Growth Model) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti
yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni:

Y = Aept. Ka . L1-a

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar
ept = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

a = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni

persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisk dan
modal manusia. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan
output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan
kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi)

dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2.1.2. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran

untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang
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menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawal pemerintah, dan
pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan

masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran
pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak
digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja
tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme
sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada

gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud
dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk
memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan
bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan

penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah
yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya
program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan

pengeluaran yang bersifaa menambah modal masyarakat dalam bentuk
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pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan
untuk membiayai programproram pembangunan sehingga anggarannya selalu

disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja
langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja
modal. Untuk belanja pegawal yang dimaksud dalam rincian belanja langsung
yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk

mel aksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

1. Pengertian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Daam Laporan Keuangan Pemerintahan, belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu
belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengertian belanja langsung dan

tidak langsung bisa anda lihat dibawah ini.

Belanja Langsung atau disingkat BL, yaitu belanja yang terkait langsung dengan

produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

Contoh Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Honor, insentif merupakan
sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila
pegawa tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. ( dia

bekerja/ produktivitas dan berkaitan dengan tujuan organisasi )
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Belanja Tidak Langsung atau disingkat BTL , yaitu Belanja yang tidak secara

langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

Agar lebih jelas lagi, khususnya bagi Anda yang baru bekerja di. Pemerintahan,
saya akan menambahkan jenis belanja lain yang terkait dengan Belanja Langsung

dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja pegawa adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA
untuk pembayaran gaji dan tunjangan.

Belanja barang adalah dana yang di sediakan/ dialokasikan dalam DIPA
untuk pengadakan barang/jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas

Belanja modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA
dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik
lainnya.

Belanja lainnya adalah dana yang disediakan/ dialokasikan dalam DIPA
yang di gunakan/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan
daam jenis balanja. Kiranya sekarang anda sudah memahami apa

Pengertian dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Good Job
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2. Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung & Belanja Tidak
L angsung

Belanja Tidak Langsung (BTL) tedapat apa yang di namakan dengan Belanja
Pegawai. Mungkin cukup membingungkan Anda untuk membedakan keduanya.
Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui pengetiaannya serta contohnya
dilapangan.

BL : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait
langsung dengan tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor :
merupaka sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai , tetapi
apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (

dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi )

BTL : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan
organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gagji. ( Mau kerja atau tidak kerja tetap
diterima, sehingga tidak ada produktivitas).Dengan demikian Anda bisa

memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya. Semoga bisa dipahami.

2.1. BelanjaTidak Langsung
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung

terdiri dari:
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Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja bungadigunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principa outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi
dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima
subsidi dalam peraturan  daerah  tentang  APBD yang
peraturanpel aksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepaa
daerah.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus
menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
untuk peningkatan kesgjahteraan masyarakat. Bantuan sosia diberikan
tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif

dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
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Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provins kepada kabupaten/kota atau
pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesual
dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provins kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah
lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya  diserahkan sepenunnya  kepada ~ pemerintah
daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang
bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
pemerintah daerah pemberi bantuan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosiad yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup.
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2.2. BelanjaLangsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengena belanja langsung yang

terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi

menurut jenis belanja yang terdiri dari:
Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja barang dan jasadigunakan  untuk  pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nila manfaatnya kurang dari 12
(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau
pemakaian jasa mencakup belanja barang paka habis, bahan/material,
jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/
penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa aat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
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lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga
beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi
pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan
pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawal dan/atau belanja

barang dan jasa.

Teori Pengeluaran Pemerintah Model pembangunan tentang perkembangan
pengeluaran pemerintah  dikembangkan olen Rostow dan Musgrave
(Mangkoesoebroto, 1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran
pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara
tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awa perkembangan
ekonomi, presentase investas pemerintah terhadap total investas lebih besar
sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misanya

pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investas pemerintah tetap
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas,
namun pada tahap ini peranan investas swasta sudah semakin besar. Peranan
pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang
semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan
pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih

banyak dan kualitas yang lebih baik.
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Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa
pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke
pengeluaranpengeluaran  untuk aktivitas sosial  seperti  halnya, program
kesgahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.
Sedangkan menurut Peacok dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan
teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat
toleransi pgjak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya
pungutan pgak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayal pengeluaran
pemerintah. Teori Peacok dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan
ekonomi akan menyebabkan pemungutan paak yang semakin meningkat
walaupun tarif paak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu,
dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah
yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin

besar.

Pendapat Peacok dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan
paak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick
Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan
pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus
wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipas ketidakpuasan
masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur

maka pemerintah memberlakukan tarif pgak sesua dengan kemampuan
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masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pgak yang diberlakukan kepada
masyarakat berbeda-beda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap

sama dengan pemberlakukan tarif pgjak yang sama kepada masyarakatnya.

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran
pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori

mikro.

1) Teori Makro
Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya
kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar
dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang
bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari
tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)
a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai
mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan
gai pegawa akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak

langsung.
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c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan
pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan
mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang
meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada
berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga
untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer
payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji

pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap
pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah,
dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi,
presentase investas pemerintah terhadap total investass besar karena
pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan,
kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya
pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi

pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan
swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan

kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investas
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swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase
investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil.
Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas
pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran
untuk aktivitas sosia seperti kesgahteraan hari tua, program pelayanan

kesehatan masyarakat.

Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan
pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner
disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya
yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan
ekonomi masyarakat sebagal suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa
dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka
secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama
disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin
meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungs
pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungs kesejahteraan,
meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

PPkKP < PkPPn < .. < PkPPn
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PPK1 PPK2 PPKn
PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk
1,2 ..n : jangka waktu (tahun)
Kurval
PkDP LTI

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut
organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah
sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.
Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin

meningkat.

c. Teori Peacock dan Wiseman
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengel uarannya dengan
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mengandal kan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak
menyukal pembayaran pagak yang besar untuk membiayai pengeluaran
pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan paak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam
keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah
yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi

semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa
masyarakat mempunyal suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat
dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan paak yang
dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi
masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk
membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunya tingkat
kesediaan masyarakat untuk membayar pagak. Tingkat toleransi ini
merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak

Secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement
effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta
dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya
cukup dibiayar sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus
meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban

melunasi utang dan membayar bunga.
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Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP
bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut
adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan
telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru
kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection
effect). Adanya gangguan sosid juga akan menyebabkan terjadinya
konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan
oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration
effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya
aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak
menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak

eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini

Pemerintah/ GD

j !
\
\
\
\
\

P - - - - -

t+1 Tshun
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Daam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase
terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. Apabila
pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar
AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD.
Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun
ke G. Hal ini disebabkan setelah perang pemerintah membutuhkan tambahan
dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam
pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner,
perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah

berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave
digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori
Peacock danWiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika
digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Ha ini dikarenakan
adanya kendala toleransi pagjak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar

pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa
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meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa

menaikkan pengeluarannya.

d. Teori BatasKritisColin Clark
Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipoteisis tentang batas kritis
perpajakan. Tolerans tingkat pgjak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan
kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap
seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur
dengan paak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total
kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan
adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya
produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi

penawaran agregate.

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada
naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru
yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate
dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan

timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.3. Peran Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Ada beberapa pertanyaan yang sering di diskusikan mengenai peranan sektor

publik dalam perekonomian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan
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mengapa peranan sektor publik diperlukan dan apa peranan sektor publik dalam
sistem perekonomian. Menurut Musgrave (1989) ada beberapa premis yang
diterima secara umum dalam masyarakat bahwa 1) komposisi output yang ada
seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu
dalam masyarakat, dan bahwa 2) preferensi tersebut digunakan untuk di

desentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian

tidak dipegang oleh swasta.

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan
alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada
harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap
sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan yang ada,
pasar tidak selau hadir dalam wujudnya yang idea. Perekonomian pasar
seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflas atau
pengangguran dan pada prakteknya pula bahwa distribusi pendapatan dalam
masyarakat Laissez-faire sangat tidak merata. Untuk mengatas kelemahan

tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian.

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesubroto (1998), mengemukakan bahwa
dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling
baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik
bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanaskan aktivitas yang harmonis
seakan-akan diatur oleh invisble hand. Karena itu perekonomian dapat

berkembang maksimum. Sehingga Adam Smith mengatakan bahwa peran



41

pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan
oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/keamanan, dan

pekerjaan umum.

Sedangkan menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai
tiga fungs utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan dan
melaksanakan kebijakan stabilisas pemerintah yang balk harus senantiasa
berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya
efisensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program
perpgjakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan
masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan,
pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan
ekonomi, mengurangi lgju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu
secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung
diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara
pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah
tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai

tukar.

Menurut Hyman dkk (1996); dalam sistem ekonomi negara campuran (mixed
economy) pemerintah hanya menyediakan jumlah barang dan jasa tertentu (publik

good) yang tidak dapat disediakan oleh swasta serta mengatur alokas perorangan.
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Menurut Mangkoesubroto (1998) Barang publik adalah beberapa jenis barang
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang
bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi
dalam jumlah yang terbatas. Barang publik mempunyai ciri-ciri : 1) tidak bersaing
(non rival in consumption) yaitu konsumsi dari seseorang tidak menyebabkan
menurunnya kemanfaatan oleh individu lainnya; 2) tidak dapat dikecualikan (non
excludability), artinya tidak seorangpun konsumen dapat dilarang dalam
memanfaatkannya. Barang dan jasa yang diproduksi pemerintah tersedia dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang/jasa yang relatif murah

karena harganya ditentukan rendah oleh pemerintah (subsidi), Sukanto R (2001)

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar
sebagali pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga
dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah).
Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak
dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui
distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan
menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api dan lain-lain.
Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah
mendapatkan pemasukan dari perusshaan dan rumah tangga, seperti hasil\
pembayaran pajak, retribusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber
daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan,

jalan, sekolah dan jasa-jasalainnya.
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Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya
bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada
pada saat itu. Menurut Sadono S (2000) persoalan pokok dalam perekonomian
adalah : 1) pengangguran; 2) Inflasi; 3) keleluasan pertumbuhan ekonomi; 4)
ketidakstabilan neraca pembayaran. Bentuk utama dari kebijakan fiskal
pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi

pajak pendapatan.

Penambahan pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari
masyarakat melalui pasar moda (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank
sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pgjak yang dilakukan oleh
pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sgumlah pajak tertentu; dan

2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang
memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan
barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran
pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada
masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-
masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses
pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya
dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi (Lee Robert D, Jr and

Ronad W. Johnson)
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Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan
kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan
untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya

yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

214. TenagaKerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah
seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa
jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja didefinisikan sebagali penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang
bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegitatan lain, seperti sekolah

maupu mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak,1985).

Lewis daam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai
ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan
masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap

pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian
negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor
tradisiona tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga
termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang

angkringan).
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Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama
berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman
ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri
(sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di
pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan
tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran

pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi
pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisonal ke
sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi

terlalu banyak.

2.15. Peranan Tenaga Kerjaterhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja didefinisikan sebagal penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang
bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah
maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985 :

45)

Dalan model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya
pengertian tenaga kerja diartikan sebagal tenaga kerja yang bersifat
homogen.Menurut Lewis, tenaga kerja yang homogen dan tidak terampil
dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara

lancar dandalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga
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kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas
tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor

modern.

Dengan demikian sadah satu faktor yang berpengaruh  terhadap
pertumbuhanekonomi adalah tenaga kerja.Sumber daya manusia merupakan salah
satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan
dengan ilmu pengetahuan, tekhnologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi.
Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam

merangsang pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif.
Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan

produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau
jasa tertentu (g) adalah g = f (K,L) dimana K merupakan modal dan L adalah
tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat
diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L, maka
apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya

dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik
margina (marginal physical product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila

jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain
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dipertahankan konstan, maka pada awal nya akan menunjukan peningkatan output,
namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan output
sertasetelah mencapai tingkat keluaran maksimum setigp penambahan tenaga

kerja akan mengurangi keluaran.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerjasecara
tradisional dianggap sebagal salah satu faktor positif yang memacupertumbuhan
ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasardomestiknya
lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan,apakah benar
lgu pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak

positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan
penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam
menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.
Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan
tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan mangerial

dan administrasi.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondis dari lapangan
kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar |apangan kerja yang tersedia, maka

akan menyebabkan semakin meningkatnyatotal produksi di suatu daerah.
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No Nama Judul Hasl

1. | Deddy Analisis Pengaruh 1. Angkatan Kerja (AK) di Jawa Tengah
Rustiono Investasi, Tenaga pada masa sesudah krisis menurun
(2008) Kerja, Dan disebabkan karena semakin sempitnya

Pengeluaran lapangan kerja yang tersedia, sehingga

Pemerintah Terhadap produktivitas tenaga menjadi tidak

Pertumbuhan optimal dalam menghasilkan output.

Ekonomi 2. pengeluaran pemerintah daerah

Di Propinsi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi relatif

Tengah meningkat pada saat terjadi krisis
sebagai bentuk kebijakan fiskal
pemerintah yang bersifat ekspansif
untuk mendorong kenaikan
permintaan aggregat.

2. | Adi raharjo Pengaruh Pengeluaran | 1. Analisis mengena pengaruh belanjarutin
(2006) Pemerintah, pemerintah terhadap pertumbuhan

Investas Swasta Dan ekonomi menunjukkan hasil yang positif
Angkatan Kerja dan signifikan
Terhadap 2. Anaisis mengenai pengaruh belanja
Pertumbuhan pembangunan terhadap pertumbuhan
Ekonomi ekonomi Kota Semarang menunjukkan
Tahun 1982-2003 hasil yang positif namun tidak signifikan.
(Studi Kasus Di Kota | 3. Berdasarkan besaran yang dihasilkan oleh
Semarang) variabel angkatan kerja, dapat dijelaskan
bahwa angkatan kerja di Kota Semarang
menjadi variabel yang mempunyai
kontribus terhadap pertumbuhan ekonomi
namun tidak signifikan, berdasarkan hasil
pengamatan hal ini disebabkan karena
angkatan kerja yang ada di Kota Semarang
didominasi oleh pekerjayang tidak
mempunyai tingkat keterampilan yang
memadai sehingga meskipun jumlahnya
banyak namun kurang mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah.

3. | Tommy Prio Pengaruh Pengeluaran | Hasil dari penelitian ini adalah koefisien
Haryanto Pemerintah Terhadap | positif dari belanjatidak langsung adalah
(2012) Pertumbuhan 0.291399 yang berarti jika belanjatidak

Ekonomi langsung naik 1 % maka pertumbuhan
Kabupaten/K ota ekonomi naik 0.291399%. K oefisien positif

Di Provins Jawa

dari belanja langsung sebesar 0.117470 yang
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Tengah Tahun 2007- | berarti jika belanjalangsung naik 1 % maka
2011 pertumbuhan ekonomi naik sebesar
0,117470%.Belanjatidak langsung dan
belanja langsung secara bersama-sama
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. | | Gede Dwi Pengaruh Belanja Dari hasil penelitian mengenai pengaruh
Purnama Putra | Langsung Dan belanjalangsung dan belanjatidak langsung
dan | Made Belanja Tidak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Adigorim Langsung Badung dapat diambil kesimpulan sebagai
Terhadap berikut : Berdasarkan uji F-statistik (uji
Pertumbuhan simultan) didapati bahwa secara bersamasama
Ekonomi belanja langsung dan belanja tidak langsung
memilikl pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten
Badung. Berdasarkan uji t-statistik (uji
parsial) didapati bahwa variabel belanja
langsung memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi/PDRB Kabupaten Badung pada
tingkatkepercayaan 95%. Sedangkan variabel
belanjatidak langsung memiliki pengaruh
5. | Lili Madli Analisis Faktor-Faktor | 1. Adabeberapafaktor yang mempengaruhi

Y ang Mempengaruhi
Pertumbuhan
Ekonomi Dan
Ketimpangan
Regiona Antar
Kabupaten/K ota Di
Provinsi Jawa Barat

pertumbuhan ekonomi jawa barat
periode 1993-2006 menunjukan arah
yang negatif di bandingkan dengan awal
periode penelitian.

2. Perhitungan data PDRB tahun 1993-
2006, dengan menggunakan indeks
Williamson dan indeks Entropi Theheil
cenderung meningkat.

2.3. Kerangka Berpikir

Sebagaimana dalam kontek negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan

dalam kerangka mengatasi masalah-masal ah yang tidak dapat dihadapi oleh pasar

yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut

dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
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guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan pada upaya
peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan
sebagal satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan

merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan (Raharjo, 2006).

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan
yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah
mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu
dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output);
2) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintahn

(belanja pembangunan/barang-barang modal).

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan
proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk
melakukan investasi. Pengeluaran rutin pemerintah meliputi seluruh pengeluaran
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi
pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang
dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawa dan perkiraan penyusutan

barang modal pemerintah.

Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu
pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatnya tenaga kerja akan mendorong

terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Di
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samping itu peranan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan
menaikan total output, menurut Lin (1994) mengatakan ada sesuatu yang penting
yang sgaan dengan peran pemerintah dimana pemerintah dapat menaikan

pertumbuhan.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh tenaga kerja
dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang
diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondis studi kasus
daerah atau negara yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiono (2008)
yang didalam tesisnya membahas pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang yang menyatakan
peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang
penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi
daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat . Hasil yang didapat adalah faktor tenaga kerja dan

pengel uaran pemerintah berpengaruh positf terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelian yang dilakukan oleh Raharjo (2006) bahwa variabel pengeluaran
pemerintah (rutin) berpengaruh postif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah o 10 % akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah
(pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan
Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang
dapat merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan

kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna
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tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat.

Penelitian Barak (2014) bahwa Belanja tak langsung memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi anggaran
belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya
semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga
akan semakian kecil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah maka dalam penyusunan anggaran belanja tak langsung haruslah tepat
sasaran. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi

pertumbuhan ekonomi.

Belanja langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal memang sangat terasa bagi pertumbuhan ekonmi daerah karena
sifatnya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah
pembangunan jalan raya kabupaten, pembangunan jembatan, dan lain-lain.
Belanja langsung juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakain tinggi anggaran belanja
langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin
kecil anggaran belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin

kecil.

Penelitian lainnya yang dilakukan Utami (2007) baik dalam jangka panjang

maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai
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pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini
dikarenakan pada periode penelitian pengeluaran rutin pemerintah bersifat tidak
produktif dan sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk pembayaran
cicilan dan bunga utang. Dengan demikian pemerintah harus lebih fokus untuk
mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan terhadap utang, baik utang
dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan
surplus anggaran agar dapat digunakan untuk mengurangi jumlah cicilan dan
bunga utang demi tercapainya kesinambungan fiskal. Sedangkan pengeluaran
pembangunan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena pengeluaran
pembangunan pemerintah lebih mengarah kepada investasi. Akan tetapi pada
jangka panjang pengaruhnya tidak signifikan karena adanya ketidakefisienan

dalam pelaksanaannya.

Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
pembayaran bunga dan cicilan utang, subsidi, serta pengeluaran rutin lainnya. Jika
pengeluaran rutin tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi maka akan
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena adanya
peningkatan konsumsi akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan atas
dan meningkatkan pendapatan nasional, sehingga pada selanjutnya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi, Utami (2007) .

Utami (2007) juga mengukapkan Pekerja memberikan pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun
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jangka panjang. Hal ini dikarenakan pekerja merupakan salah satu faktor penting
dalam produks barang dan jasa, sehingga dapat mendorong peningkatan pada
output yang selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dari Uraian di tadi dapat digambarkan secara skema alur kerangka pikir

penelitian sebagai berikut:

Belanja Langsung

Belanja Tidak Pertumbuhan
Ekonomi

v

Langsung

Tenaga Kerja

Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
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2.4. Hipotesis

Dari Uraian latar belakang serta rumusan masalah, penulis memunculkan

hipotesis dalam penelitian, yaitu :

1. Diduga Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

2. Diduga Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif  terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

3. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah



[11 METODE PENELITIAN

3.1. Jenisdan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu berupa data
kuantitatif yang meliputi data Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan
Pertumbuhan Ekonomi. Data dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat
Statistik Lampung Tengah yang berkaitan dengan variabel penelitian. Jenis data
yang digunakan adalah jenis data rangkai waktu (time series) yang disususn ke
dalam bentuk data tahunan dalam periode 2001 sampai dengan 2014 sehingga

penelitian ini merupakan hasil penggunaan data seri selama periode tertentu.

3.2. Operasional Variabe dan Pengukuran Variabel
Untuk memberi Pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian,
maka variabel-variabel tersebut di definisikan secara operasional dan diukur
sebagal berikut :
1. Pengeluaran pemerintah daerah adalah redlisas total belanja daerah di
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dinyatakan dalam satuan
Rupiah. Dalam penelitian ini Pengeluaran Perintah meliputi Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam juta rupiah.
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2. Tenagakerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah
seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan
jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka
mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003) di Kabupaten
Lampung Tengah, dinyatakan dalam satuan orang. Dalam penelitian ini
Tenaga Kerjadalam satuan jiwa.

3. Pertumbuhan Ekonomi adalah Perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Pertumbuhan ekonomi diukur dari selish antara Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) pada saat ini dengan PDRB sebelumnya dibagi
dengan PDRB saat ini. Dalam penélitian ini pertumbuhan Ekonomi di
progs dalam PDRB harga konstan tahun 2000. Daam penédlitian ini

PDRB dalam jutarupiah.

3.3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Andisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data
dengan menjelaskan secara rinci tentang Belanja Langsung, Belanja Tidak
Langsung, Tenaga Kerja dan pertumbuhan ekonommi.

2. Anaisis Kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data

yang berhubungan dengan masalah pengaruh Belanja Langsung, Belanja
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Tidak Langsung dan Tenaga Kerjaterhadap pertumbuhan ekonomi dengan

cara perhitungan matematis dan angka-angka statistik

3.4. Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu

dengan menggunakan program E-Views 6.1.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. AnalissRegres Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap

variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan,dimana rumusnya:

Yt =q+ B]_BL{ + [32 BTLt + [33TKt+ e

Keterangan :

Yq = PDRB (Rp)

BL; = BelanjaLangsung padatahunt (Rp)
BTL: = Belanja Tidak Langsung padatahunt (Rp)
TK; = TenagaKerjapadatahunt (Jiwa)

a = Konstan

B, B2, B3 = Koefisien Regres

e = Kesalahan Penggunanaan
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Andisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan variabel

independen terhadap variabel dependen, dengan asums variabel yang lain

konstan,dimana rumusnyse:

—

Eg.=dPDRB . EIL

—_—

0BL PIfEB

Egr.= dPDRB . [BIL,
OBTL  PIIRB

Er«=JPDRB. Ti
aTK PRI

Keterangan :

EgL, EpTL, ETk = Elastisitas Variabel independen
0BL, dBL, dTK = Delta Variabel independen
APID REs; = Delta Variabel Dependen
BLL.,[BVTIL , T = Rata-rata \Variabel independen
PRI = Rata-rata Variabel Dependen

3.7. Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketepatan fungsi regress sampel dalam menaksir nilai aktual

dapat diukur dengan nialal statistik t, nilai statistik f, serta koefisien deteminasi.

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai  uji

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya
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disebut tidak signifikan bilanilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho

diterima (Ghozali, 2005).

a. Koefisien Deter minasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan
antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya
nila koefisien determinan determinasi (adjusted R-sgquare).Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen  memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

b. Pengujian Simultan (Uji statistik F)

Untuk mengetahui peranan variable bebas secara keseluruhan dilakukan dengan
uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik
dengan F tabel pada tingkat tertentu dan dergat bebas tertentu (Gujarati,
1997:121). Penngujian ini dilakukan dengarumus :

_ ESS /K
" RSS/(N—K-—1)

1. Bila F hitung . F tabel maka Ho ditolak, berarti secara bersama-sama
variable bebas berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel

terkait.
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2.  Bila F hitung < F tabel maka Hy diterima, berarti secara bersama-sama
variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap
variabel terikat. Di dalam penelitian ini nila uji F dilihat dari tingkat

signifikasi pada hasil penngolahan data.

c. Pengujian Parsial (Uji Statistik t)
Uji t merupakan suatu pengujian secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui
apakah koefisien regres masing- masing variable bebas berpengaruh atau tidak
terhadap variable terikat dengan mengangap variable bebas lainnya adalah
konstan. Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji t
(t student). Untuk variabel bebas desentralisasi fiskal akan dilakukan uji satu arah
pada tingkat kepercayaan 95% atau a = 0,05. Derajat kebebasan yanng digunakan
adaah df =n-k -1, dimana n=jumlah observas dan k = jumlah variabel
bebas yang digunakan.
Hipotesis yang digunakan adalah :
1) Ho:B1=0: Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : 31 > 0 : Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB
2) Ho:p2=0:BelanjaTidak Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha: 32 > 0: Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB
3) Ho:B3=0: TenagaKerjatidak berpengaruh terhadap PDRB

Ha : 33 > 0: TenagaKerjaberpengaruh positif terhadap PDRB
Apabila: t hitung < t tabel : Ho diterima dan Ha ditolak

t hitung > t tabel : Ho ditolak dan Ha diterima
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3.8. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi factor gangguan
(residual) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal
atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah
dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan
membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji

statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual .

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi
dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau
exact di antara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi.
Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap

variabel yang dijelaskan.

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi
keberadaannya bila R? dari auxilary regression melebihi R? regresi keseluruhan
antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu
jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas

tersebut memiliki persoalan multikolinieritas .
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Multikolinieritas dapat dideteks dengan besaran-besaran regresi yang didapat,
yaitu :

1) Varias besar (dari taksiran OLS)

2) Interval kepercayaan lebar (karena varias besar, maka standar error besar
sehinggainterval kepercayaan lebar)

3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variabel bebas secara substansi maupun
secara statistik jika dibuat regres sederhana bias tidak signifikan karena
varias besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar
pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan

4) R*tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test

5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang

tidak sesua dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri
data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Yi)
meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), makavarian dari
Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross
section dari pada timeseries. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang
menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas
digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas
(p value) observasi R? lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang

diambil (digunakan a =5 %), makaresidual digolongkan homoskedastisitas.
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Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas :
Ho:pi=p2=....... = pq = 0 maka tidak ada heteroskedastisitas

Ha:piZpo#....... % pq# 0 maka ada heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagal korelas antara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti
dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada
data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Pengujian
terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW),
yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistic (d) dengan dL dan dU, jika

DW statistic berada diantara dU dan 4-dU makatidak ada autokorelasi.



5.1.

5.2.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  diperolen  bahwa belanja langsung
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  belanja tidak langsung
berpengaruh positifdan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tenaga kerja berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran

Belanja langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi
pengel uaran daerah.

Belanja tidak langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di
harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokas

pengel uaran daerah.
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3. Tenaga kerja signifikan terhadap pertumbuhan, di harapkan pemerintah
daerah Lampung Tengah meningkatan kualitas tenaga kerja, misalnya dengan

memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.
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